WALTKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 8  TAHUN 2014
THNTANCE

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,
PRGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGER! SIPIL, PEGAWAI NON
PRGAWAI NEGERI! SIPIL DAN NON PEGAWAT NRGERI 311U

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang bahwa dalam rangka menyesuaikan  perkembongan
kondisi saat ini dan ‘sehubungan dengan  adanya
perubahan beberapa  ketetentuan  tentang  Perjalanan
Dinas sebagaimana lelah diatur dalam  Poraturan
Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 ‘Tentang
Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Peguwai Negeri
Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 1Dan Non Pegawai
Negeri  Sipil, perhi menctapkan  Poraturan Wallkota:
lentang Perubahan Alus Peraturan Walikola Scraiang
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perjalanan Dinas
Walikola/Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewian
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawal
Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawar Non
Pegawau Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negerd Sipil;

Mengingal @ | Undang Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah daerah Koita Bosar Liadam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta,

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah becberapa kali terakhir dengan Undang-

| Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

| Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomaor 4844);




e
WALTKOTA SEMARANG

FLNATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR & TAHUN 2014
TENTANC

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/ WAKIL, WALIKOTA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA I£5A
WALIKOTA SEMARANCG,

Menimbang bahwa dalam rangka menyesuailkan perkembangan
kondisi saal ini dan sehubungan dengan  adanys
perubahan  beberapa  ketetentuan  lentang Perjalanan
Dinas sebagaimana lelah diatur dalam  Peraluran
Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Perjalanan Ninas Walikota/Walkil Walikota, Pimpinun Dan
Anggota Dewuan DPorwakilan  Rakyat Daerah  Kota
Semurang, Pegawal Negeri Sipil, Culon Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawal
Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikola
tenlang Perubahan Atas Peraluran Walikola Semarang
Nomor 1 Tahun 2014 Tenlang  Perjalanan  Dinas
Wrlileota /Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anppaota Dewin
Perwakilan  Rakyal Dacrah Kola Scmarang, Pegawin
Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawar Nono
Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negern Sipil;

Mengingatl  © 1. Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrab-daerah Wit Hoour  Dalam
Lingkungan Propinst Djawa Thonur, Djawa Tengah, Djown
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) schagaimana
telah diubah bebherapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubuhan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembararn
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




9.

10.

11,

Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 lenfang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Scmarang
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25 Tambmhan Lembaran Negara Republik Inelnnesia
Nomar 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1992 1lcntang
Pembeniukan Kecamatan di  wilayah  Kabupaten-—
kabupaten  Dnerah Tingkat Purhalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang dalam
Wilnyah  Propinsi  Dacrah  Tinglul | Jawa Tenprah
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 4022);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) schapaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 3890);

Undang-Undang  Nomor 17  Tabman 20053 toentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-
daharaun Negara (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2004 Nomor &, Tambsahan  Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nornor 1355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran  Ncgara Republik [ndonesia ‘Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lemburan Negara Repulblik
Indonesia Nomaor 4400);

Undang Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tenlang
Perimbangan Keuangan Antara Pemcrintah Pusal Dan
Pernerintahan  Dacrah  (Lembarun  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan  Rakyal, Dewan Perwakilan Rakval
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 123, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang undarngear (Lembaran
Nepars  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,




13.

14.

16.

18.

19.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan  Dan
Anggota Doewan Perwakilan Ralyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), schagaimana Lelab diubah beherapa kall terakhir
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Kelipa atas Peraluran Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 (entang Kedudukan Protokoler dun
Keuangan Pimpinan Dan o Anggota Dewnn  Porwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negeru Republik Tndonesi
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang,
Pengelolaan Keuangan Daernh  (Lembaran  Nepara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesis Nomor A57RY;

Peraturan Pemerintah Noumor 79 Tahun 2005 tenlang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Duerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemharan
Nuprara chublik Indonesia Nomor 4593);

Meraturan Uresiden Nomor 54 Tahun 20100 entang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah schagaimana telah
diubah bebcrapa kali terakhir denpan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  DPedoman  Pengololaan Kenangan  Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tenilang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentert Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman
Pengclolaan Keuangan Daerah;

Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 59 Tabun 2008
tentang Tualu Cara Penatausahaan Nian Penyusunean
Laporan Perlanggungjawaban Bendah:ira seTlA
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagl
Pejabat/Pegawal NI Lingkungan Kementerian  Dalam
Ncgeri, Pemerintah Dacrah, Dan Pimpinan scrta Anggola
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah;

Peraturan Menteri Kecuangan Nortnor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negcri Bagi Pcjabat
Negara, Pegawal Negeri dan Pegawai Non Pcgawai Negeri
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggardn Pendapatan Dan




Belanja Daeralh Tahun Anggaran 2013 (Berilta Nepara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana
telnh diubhah dengan Peraluran Menteri Dalam Neperi
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Denyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daernh Tahun Anggaran 2013 (Berita Negura Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomar 146);

21, DPeraturnon Menteri Keuangan Nomor fA EMKLOZ2/2010
fen tang Standar Biaya Masakan Tahun Angenran 2014,

59 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Perjalanan Dinas Gubcrnur/Wakil Gruhernur, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawal
Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non
Pegnwal Negeri Sipil;

A3 Pernfuran Walikora Semarang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Standar Satuan Tlarga d Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2014,

24, Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014
tentang  Perjalunan  Dinas Walikota/Wakil  Walikota,
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kot Semarang, Pegawal Negeri Sipil,  Calon Pegnwm
Negeri Sipil, Pegawal Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non
Pegawal Negeri Sipil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  STEMARANG
NOMOR 1 ‘TAHUN 2014 TENTANG DPERJALANAN NINAS
WALIKOTA/WAKIL  WALIKOTA, PIMPINAN ~ DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERL SIPIL,
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIl, DAN NON PEGAWAI
NEGERI STPIT.

BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Perjalanan Dinas walikola/Wakil Walikols, Punpinan Dan Anpgoin

Dowan Perwakilan Ralkyat Dacrah Kota Semarang, Pegawal Negeri Sipil, Calon

Pegawal Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawal Negeri 3ipil Dan Non Pegawai Negeri

Sipil, Diubah Sebagai Berikut :

I Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah, schingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan kcluar tempat kedudukan

dalam atau luar wilayah Kota Semarang untuk kepentingan
Pemcrintah daerah.

o

Walikota/Wakil ~ Walikota — adalah Walikota/Wakil — Walikola




6.

~1

10.

11.

14.

16.

7.

18.

Semarang,

Dewan DPorwakilan  Rakyat Dacrah yang sclanjutnya  disingkat
DPRD adalah DPRD Kora Semarang.

Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang,.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang, sclamutnya dismpkat CPNS adalah
Calon Pegawai  Negerh Sipil di Lingkungan Pemerintah  Kota
Scmarani.

Pegawni Non Pegawal Nogert Sipil yang sclanjutnyn  disingkat
Pegawal Non PNS adalah Pegawal yang dianglkat untuk janghka
waklu terteniu guna melaksanakan tugas pemerintahan dacrah
yang bersifat teknis profesional dan administrasi scsuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi scrta pegawal  diluar
Pemerintah Kota Semarang yang ditugaskan sccara profesional
dalam pelaksanaan kegiatan daerah gesuai kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Non Pepawai Negeri Sipnl yang sclanjuenyn disingkat Non PNS
adalah masyarakat yang ditugaskan dalam pelaksanaan keglatan
untuk jangka waktu tertcntu guna mendukung pelaksanaan tugas
pemerintahan dacrah yang bersifat teknis dan administrasi sesual
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewall batas
kota dan/atau dalam kota dari tempal kedudukan ke tempatl yang
dituju, meclaksanakan tugas, dan kembuli ke tempat kedudulan
semula.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Pcrangkat
Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tempat Tujuan adalah tempal/kota yang menjadi lujuan
Perjalanan Dinas.

Anggaran Pondapatun Dan Belanja Dacrah yang selanjulny:
disingkat APBD adalah APBD Kola Semarang,

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD

adalah Perangkat Daerah di  Lingkungan Pemerintab - Kota
Semarang sclaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya

disingkat Unit  Kerja SKPD  adualah Unit Pelaksana  Teknis
Dinas/Unil Pelayanan 8KPD di Linglkungan Pemerintah Kot
Semarang.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kunsa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adaluh
pejubat  yang diberi  kuasa untuk melaksanakan  sebagian
kewcnangan PA dalam mclaksanakan scbagian tugas dan fungsi
SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang sclanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Suratl Perjalanan Dinas yang sclanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yvang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanadan
Perjalanan Dinas  bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan
Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Pegawai Non PNS.

Pelaksana SPD adalah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan




Anggota DPRI, PNS, CPNS dan Non PNS yang melaksanakan
perjalanan dinas.

19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang tclah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

20. Biaya Riil adalah hiayn yang dikeluarkan sesual dengan bulkti
p(}ﬂ,gc’_‘ll_l{,”'llfl Ve g Sal-l.

21, Perhitungan  Rampung  adalah perhitungao by Perjalanan
Dinas yvang dibiting sesual kebutuhan riil Berdasarkan ketentuan
vang berlakul.

22, Uang Persediaan yang selanjulnys disingkat UD adalah vang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayal kegiatan operasional schari-hari
SKPD, vang tidak mungkin dilakukan melalui  mekanisme
pembayaran langsung,

23. Standar Satuan Harga adalah satuan biaya yang diletapkan oleh
Walikota sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

ko

Ketentuan ayal (1) dan Ayal (2) Pasal o diubah, schingga asal 5 berbunyi
schagai berikuat:
Pasal 5

(1) Pcrjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh
Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang
dan tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

(?)  Surat Perintah  Tugas scbagaimana dimaksud pada  avat (1)
ditertitkan oleh:

a. Walikola untuk Perjalanan Dinas Jabatan yung dilakukan olch
Walikota /Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;

b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan olch
Pimpinan dan Anggota DPRD;

¢, SQekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Kepala SKPD/Asisten;

d. Sckretaris  Duerah, Kkhusus perjalanan  Dinas  Jabatan i
lingkungan Sckretariat Dacrah yang anggaran kegiatannya tidak
di Kuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

e Asisten Sekrctaris Daerah, khusus perjalanan Dinas Jabatan di
lingkungan Sckrctariat Daerah yang anggaran kegiatannyd ol
Kuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

[ Kepala SKPD/Sckretaris/Pejabat  yang berwenang  unfuk
Perjulanan Ninas Jabatan yang dilalukan olch Pelaleaann SPL eli
linglaingan SKPD berkenaan,

g, Kepala UPTD/UPTB untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kora
Semarang yang dilakukan oleh Pelaksana SPD di lingkungan
UPTD/UPTB berkenaan.

(3) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
mendelepasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada
Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan
pertimbangan aspek cfektivitas, efisiensi dan kedayagunaan

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat
mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada
Kepala UPTD/UPTB berkenaan dengan pertimbangan aspek geogralls,
efcktivitas dan efisiensi.

(5) Surat Perintah Tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2] paling




sedikit mencantumkan hal-hal schagai berikut.
a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
¢. waktu pelaksanaan tugas;
d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.
(%) Format SPD schaguimana dimaksud pada nyal (1) sebagaimana
tercantum dalam  Lampiran 1 merapakan  bagian yang ticlak
terpisahkan dari Peraturan Walikolu ini

Ketentuan Pasal 6 diubah schingga pasal 6 berbunyi schugal berikut ,

Pasal &

Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tinglit
biaya Perjalanan Dinas dan alal transport yang digunakan untuk
melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas

Kelentuan ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagail berikut:
Pasgal 7

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) terdiri atas komponcn-komponen scbagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
. biava penginapan,
d. uang representasi; dan/aton
e, sewa kendaraan dalam kota;

(2) Perjalanan Dinas Jabalan Dalam Kota Scmarang  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b berupa Uang Harian.
(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurul a terdiri atas:
a. uang makari;
b. uang trunsport lokal; dan
c. uang saku.

(4) Biaya transport scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampal tempat tujuan
keberangkatan dan  lkepulanpan  termasuk hiava ke ternmunal
bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan,

h. retribusi  yang  dipungut  di terminal bus/stasiun/airport
tax/pelabuhan keberangkatan dan kepulangarn.

(5) Biaya penginapan schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
a, di hotel; atau
L. ditempal menginap lainnya.

() Dalam hal Pelaksana SPD lidul menggunakan  blaya  penginapean
sebngaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan  sebagal
berikut:

a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan scbesar 30% (Liga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya
sebagaimana  diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar




-U\

(7)

(10)

(11)

Satuan Harga;
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada  huruf  a
dibavarkan secara lumpsurn.

lang represcntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua dan Wakil
Ketua DPRD, Sckretaris Daerab,  Eaclon I, dan Anggpota DPRD.
Besaran uang representasi  diberikan  per  harl pada saal
melaksanakan perjalanan dinas jabatan,

Sews kenduraan (sudah termasuk Sopir/BBM/Pajak ) dalam kota
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ hanya dupist diberikan
kepada Walikota/Wakil Walikola, Ketua dan Wakil Kctua NPRD
untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan
secara ril.

Dalam Hal Perjalanan Dinas .Jabatan yang dilaksanakan bersama
sama (minimal 4 orang) dapat menggunakan Sewa kendaraan (sudah
lerinasuk Sopir/ M/ Pajak ) dibayarkan secir il

Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayal (8) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Kcrua
DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sesual dengan formal schagaimana tercantum dalam Lampiran IV
merupakan bagian yang tidak terpisuhkan dari Peraturan Walikola
ini.

Ketentuan avat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, schingga Pasal 9 berbunyi
sebaga berikut:

(1)

()

(4)

Pasal 9

Dalam hal 'erjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapal, senunar,
dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung
oleh panitia penyclenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dimaksud dibebankan pada DPA-S8KPD Pclaksana SPD.

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatun dilakukan sccara bersama sima
untuk meluksanakan rapat, scminar, Konsultasi, study handing dan
sejenisnya  sclurub Pelalksana  SPD dapal  menginap  pada
hotcl/Penginapan yang sama.

Pendamping dan/atau ajudan Walikota/Wakil Walikotla/Pimpinan
Dewan/Sckretaris Dacrah dapat menginap pada hotel/ penginapan
yHE sama dengan Walikota / Walkil Walikota/Pumpinan
Dewan/Sekretaris  Daerah  dengan  mclampirkan  Surat Tuges
Mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan  fasilitas  kamar
dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya terendah
pada hotel/ penginapan dimaksud.

Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan sceara bersama sama
untuk melaksanakan kegiatan (ertentu, menggunakan penginapan
atau hotel vang sama, dalam hal biaya penginapan pada hotel atau
penginapan vang sama tersebut lebib tinggi dan satuan biaya hotel
atau penginapan yang diatur dalam perwal ini maka menggunakan
fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotlel atau penginapan
yang sama terscbut




{1.

f~}

(5) Dalam Hal Biaya terendah pada hotcl / Penginapan sebapuaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sudah tidak tersedia, maka dapat
menggunakan biaya penginapan pada kelas kamar diatasnya

Ketentuan Pasal 10 diubah, schingga Pasal 10 berbunyi sebogan berloat

Pasal 10

Dalarm hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan transportasi kiapal
laut/sungai untuk waktu perjalanan minimal 24 (dua puluh empat) jam,
selarmna  waktu  transportasi  tersebut kepada Pelaksana SP1) hanya
diberikan uang harian.

Ketentuan ayal (1), ayal (#) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, schingpa Pasal
12 berbunyi sebagail bertkut:

Pasal 12

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah
hari yang ditclapkan dalam Surat Perintah Tugas/8PD dan Gdak
disebabkan  olch  kesalahan/kelalaian pelaksana 8P dapat
diberikan tambahan uang harian, biays  pengimapan,  Gang
representasi, dan sewa kenduaraan dalam kota.

(2)  Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapal dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persclujuan
dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian cdiri
syuhbandar/kepala  bandara/perusahann jasi transportasi
lainnya; dan/atau

b,  Surat keterangan perpanjangun lugas dari pemberi tugas,

(3)  Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ()
PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaye
penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan daliaom kota
pada DPA SKPD berkeriaar.

(4)  Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dar jumlah har
yang ditctapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan
kelebihan uang harian, biaya pengindpan, uang representasi, dan
sewd kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

(5)  Ketentuan pengembalian kelebiban nang harian, blaya penginapan,
uang represcntaai, dan sewn kendariadn dalam kota sebagaimiarna
dimaesudd pada ayal (35) tidak berlakou untulk ketentuan sebapanne
dimnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufl ¢

Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyl sebagai
berikut

Pasal 14
(1) Pembayaran binya Purgalanan Dinas diberikion dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam Anggaran SKPD berkenaan.
(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pclaksana SPD paling
cepal 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.




10.

11.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16
berbunyi sebagal berikut

Pasul 16

(1) Pcmbayaran biaya Perjulanan Dinas dengan mekanisme UP dilukukan
dengan  memberikan  uang  muka kepada  Pelaksana SPDoleh
Benduhara Penpeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembannl,

(2) Pemberiun uang muka schbagamana  dimaksud  pade ayat (1),
herdasarkan persetujuan pemborian uang muks dar PA/KDPA dengan
melampirkan dakimen schaga heviloat:

Sural Perintah Tugas;

SPD;

Kuitansi tanda terima uang muka; dan

Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas

on oo

Ketentuan ayvat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 19 diubah, schingga Pasal
19 berbunyi sebagin berikut:

Pasal 19

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan Pembayuaran
Langsung dilakukan mclalui transler dari Kas Umum Daerah ke
rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
pihak ketiga atau Pelaksana SPD.

() Dalam hal biaya Perjalonion Dinas Jabatan yang dibayarkun kepada
Peluksana SPD  melebihi biaya  Perjalanan Dinas  Jabatan ydng
scharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan
Ninas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Dacrah mclalui
PA/KPA.

(3) Penycroran  kelebthan  pembayaran  schagaiman dimaksud pada
avat (2) dilakukan sesual dengan Peraturan Walikota  mengern:
Siatem dan Prosedur Penpelolaan Keuangan Daerah.

(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimimtakan
kekurangannya.

(5) Pembayaran  kekurangan biaya  Perjalunan  Dinas  Jabatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui
mekanisme UP alao Pembayaran Langsung.

Ketentuan ayat (1), ayal (2), dan ayat (4) Pasal 21 diubah, schingga pasal
21 berbunyi schagai berikut:

Pasal 21
(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
Dinas kepads pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada
PA/KPA paling lambat 5 (lirma) hari kerja setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan,
(2) Pertanggungjawaban biava Perjalanan Dinas Jabatan schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang
aesuai Pasal b ayat (2);
b SP'D vang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabal
ditempnt pelaksanaan Perjalanan Dinas alau pitiak terkail yang




menjadi Tempatl Tujuan Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat/Invoice, boarding pass, airport Lax, retribust, dian
bukti pembayaran moda transportas lainnya;

d. dallar Pengeluaran Riil sesuai dengan format  schagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikolo i,

. buktli permnbayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota

berupa  kuitansi  atau  bukti  pembayaran  lainnya  yang
dikeluarkan oleh badon usoha yvong berperak di bidang jasa
penyewaan kendaraan,
f. bukti pembuyaran hotel atan tempat menginap binnwie
sural Lupas mendampingi bagh Pendamping dan/atau ajudan
Waulikota/ Wakil walikota/Timpinan DPRD/ Sclaetung Laeral
yang menginap pada holel/penginapan yang sama denpan
Walikota/Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/Sckretaris Dacrah;
dan
h. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

G

(3)  Dulum hal buktli pengeluaran lransportasi dan/ataa poenginapan
schagaimana dimaksud pada ayat (2) hural ¢, hurafl e, dan horaf |
tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dapat hanya menggunakan Daftar Pengcluaran Riil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4)  Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melalui penyedia
Jasa makea Poembayaran dilakukan dengan melampirkan :

0. Kwitansi / SPK /Perjanjian
Iv. Berita Acara Pembayaran
c. Berita Acara Serah Terima llasil Pekerjaan

Pasal Il
Peraturan Walikota imi mulai berlaku pada tanggal diundanglkaon.
Agar sctiap orang mengelahuinys, memcrintahkan pengundangan Poraturcan

Walikota i1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditctapkan di Semarang
pmin tamgsil ,L Apl.'il 204

WAITARCYTA &

HENDRAR PRITADI

Diundangkan di Sermarang
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS NAKRAH KOTA SEMARANG,

ADT TRT HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SLEEMARANCG TAHUN 2014 NOMOR 8




menjact Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

. Likel pesuwul/Invoice, boarding pass, airporl tax, retribusi, dan
bukti pcmbayaran moda transportasi lainnya;

a. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan formal sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;

&, bukti pembayaran vang sah untuk sewa kendaraan dalam kota

borupa  dooitansi atoun bukti pembayaran  lannys  yang
dibeliparkan oloch hadan pmmba yang Dergerabe o Paednng jasa
penyewaan lkendaraan,

[. bukli pembayaran holel alau lempal menginap lainnya,

g, sural tugas mendamping bagh Pendamping dan/atau ajudan
Walikota/Wakil Walikola/Pimpinun DPRD/ Sekretaris Daerah
yvang menginap pada hotel/penginapan yang sama  dengan
Walikota/Wakil Walikota/ Pimpinan DPRID/Sckretaris Daerah;
dian

h. Inporan Hasil Perjnlanan Dinas kepada PA/KPA,

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, hurufl ¢, dan huraf f
tidak diperoleh, pertanggungjawaban hiaya Perjalanan Dinas Jubatan
dapal hanya menpeunakan Dallar Pengeluaran Wil sebagaimana
dimalksud pada avat (2) hurul d.

(4)  Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melalui penyedia
Jasa maka Pembayaran dilakukan dengan mclampirkan :

a. Kwitansi / SPK /Perjanjian
b, Berita Acara Pembayaran
¢, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 1l
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahiuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota in dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kotn Semarang,.
Diielapkan Jdi Bomarang
pada tanggal 1 April 2014

WAL ARANCG,

HIGNTITRAR P'RITIATH

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ADI TRI IHIANANTO

RERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 8




LAMPIRAN |
PERATURAN WALIKOTA SIKMARANG

NOMOR Tahun 2011

PERUBAHAN PRRATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR | Tahun 20190 TENTANG PRERIALANAN
DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN
DAN ANGOGOTA DEWAN PEEWARKILAN RARYAT
DALRAIL KOTA SEMARANG, PEOGAWAT NEGLE
SIPIL, CATLON PEGAWAL NERGERT STPL, PLECTAW AT
NON PEGAWAT NEGERD SIPTT. DAN NON PRGAWAL
NEGERT SIPIL

SURAT PERJALANAN DINAS ( SPD )

NamoOr ! e

! FA L KFA

5 TNama/ NI’ Pegawai yang melaksanakan
Perjalanan Dinas

a.  Pangkat dan Golongan a.
b. Jabatan/Instansi b |
g, lingkat Rimys Penalanan Dinas oo UTTRTUTTOTU ‘

4 Maksud Peralanan Dinas

Alat Angkutan yang dipergunakan

6 a. Tempat Berangkat a.
Tempal Tujuan b, |
— R— — —_ J— |
| 4 Lamanya Perjal=nan Dinas a. .. G \
b. Tangal Berangkat b. \
¢ langgal Harus Kembali/ tiba di tempat baru C. ‘
8 Pengikut : Nama NIP Keterangan |
1. T RS
¢ TP PR PR \
4 . | L ‘
9 Pembebanan Anggaran
A Inslansi a.
b Koude Rekening Anggaran B |

|10 'l Keterangan lain Lain

...... “Dikeluarkan di
Tanggal
PA | KIPA

Pangkat
MIP. . L




SPD No.

Tibya Kembial o
Mada tanggal

B(_‘.rangl(u[ i
(Tempat Kedudukan)
Mada Tanggel
Ka
Borangkal dur - )
Il Tihadi la
Mada Tanggal Maa Tarnggel
Kepala
Kepalz
(
foi NI
HIr FATTIATIRITETIN :
Boranghkat dar |
I by i K i
Foa Tanggal P Tarngyel
Kepala
‘ Kepala
(
T R NIP..
Berangkal dari
IV Tihadi K
Pada Tanggal Pada Tangyal
Fopala
Kepala
{
o NIP. i, -
i o Berangkal dan i
| Vo Tibad Ke ‘
Pada Tanggal Pada Tanggal
Kepala
Kepala
(o NIF |
B NIF e B - o

! Telah diperiksa Jengan keterangan bahwa penalanan tersebit
‘ alas perinlahnya dan semata mata untuk kepentingan jaatan
dalam waktu yang scaingkat singkilny

(PA / KPA)

| l;-‘angkal
NI

s

L vi Lalanan [an-amn ) . |

!‘ Vil PEREATIAN 7 v ,
‘ Peajabat Yang berwenany yany menehithan 3P0, pegawar vang melakukan parjalanan dings, pard pejaba

yang mengesahkan langgal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan
peraturan keuannan Naerah apahila Pemerintah Daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan

kealpaannya

| S




LAMPIRAN 11
PERATURAN WALIKUOTA SILMARNANG
NOMOR  Tuhun 2014

PERUBALIAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 1 Tahun 2014 TENTANG PERJALANAN
DINAS WALTKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYA'T
DATRAI KOYTA SEMARANG PROGAWAL WS LT
SIPIL, CALON PECGAWAT NIZGLR] SIPLL, PEGAWAL
NON PEGAWAI NEGRERY SIPIL DAN NON PEGAWAIL
NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERIALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

NIP. L e

Jabatan L .

Satuan Kerja L e e bt e e e
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan atas namad.

Nama

NP PP .

Jahatan e

Satuan Kerja et ee e ey
Dibatalkan atau tidak dapal dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yeng sanfat
mendesak / penting dan tidak dapat ditunda yaitu ..o e
schubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh
pejabat / pegawai negeri lain,
Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyala surat
Parnyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan

Rukum yang berlaku .

...... , tanggal.pulan, tatmm

Yang Membuat Pernyataan,

............................................

Pangkal

MIP.




LAMPIRAN 1lI
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMORKR  Tahunn 2014

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 1 Tahun 20149 TENTANG PLEJALANAN
DINAS WALTROTA/ WARKIL WALIKOTA, FIMPINAN
NAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALERAH KOTA SEMARANG, PRGAWAL NECER|
SIPIL, CALON PEGAWAL NEGERT SIP1L, PEGAWAT
NON PIRGAWALI NEGERI SIPHL. DAN NON PECGAWAL
NISGIGIRD STPL

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama L e T

NI : ‘ OO U PP

Jabatan e

Satuan Kerja D e e e e
Menyatalkan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan minas labatan Berddsdrkan Surat Perjalanan Dinas
(SPD) NOMOE v TANERAD i, @185 NAMAL

Nama

NIP. e

labatan USSR

Satuan Kerja
Dibatalkan sesuai dengan  sural  Pernyataan  Pembaldlan Surat Perjalainan Dinds (w0)  Momuor
...................... tanggal
Berkenaan dengan pembatalan tersebul, biaya transport berupa ... (di isi transpurl yang digunakan) ...
dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapal dikembalikan / refund
(sebagian / seluruhnya) sebesar Rp. .o ., sehingga dibchankan  pada  DPA - Nomor

o TANREEAD e, SAAN KRR

Bemikian Surat parnyataan ini dibuat dengan sebenariya dan apablly diksmdian hari lernyata surat
Pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, sava hertanggungjawab penuh dan bersedia

menyelorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Ductah.

s , tanggul,bulan, tahun

Yang Mambual Puriyataan,

........................................

Pangkat




LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR  Taliun 2014

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 1 Tahun 2014 TENTANG PERJALANAN
LIYNAS WALTKOTA/ WAKIL WALIKOTA, PIMEPINAN
DAN ANGOOTA DEWAN PIRRWAKILAN BARKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG, PROAWAT NEOGRR]
S, GATLON PROAWATD NEGUERLD SIPHL PROAWAL
NON PEGAWAL NEGEER]D SIPIL DAN NON PEOAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandarangan dibawah ini
Nama PP
NIP.
labatan TSP
Rerdasarkan Surar Perjalanan Dinas (SPD) NOMOUT v tanggal e , denpan ini kam

menyatakan dengan sesunggubinya bahwa |

1 Riaya transport pegawai dan atau biaya penginapan dibawah ini yang hidak dapat diperoleh bukti

bukti pengeluarannya, meliputi:

No Uraian Jumnlah \

Jumliah

7 lumlah Uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untul pelaksanaan Perjalanan
Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negard.

Demikian pernyataan Int kami buat dengdn sebenarnya, untuk cdipergunakan sebagaimana mastinya.

Mengelahui / menyetujui : ey LANGEALDULAN, tahun
PAIKPA, Pelaksana,
Panpkat Panglat

NIP. i, NIP. (e




LAMDPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR  Tahun 2014

PMRRUBATIAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANCG
NOMOR | Tahun 2014 TENTANG PERJALANAN
DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG, PEGAWAT NEGERT S1PIL, CALGON
PloGAWAL NEGERI SIPIL, PEGAWAL NON PEGAWAL
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGER] STPIL

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomaor P PP PR
Tanggal L e
No Uraian Jumlah Keterangan {;
|
\
: |
? i
3 |
4 ?
5
I ..... }
1 | lumlah | Rp. |
i i ‘
Telah dibayar sejumlah Rp. .o ., tanggal,bulan, tahun
(o e ——— ) Telah menerima Jumiah uang sebesar  Rp.
................................ (v e )
Rendahara Pengeluaran, Yany MenerinA
Pangkdl Pangkat
NI e NIP, e

PERHITUNGAN 5PD RAMPUNG

Ditetapkan sejumiah TR
Yang Telah dibayarkan semula v Rpe
Sisa Kurang / Lehih T RD e

Mengetahui / menyetujur

PA/ KPA,

............................................

Panglat

NI




